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Abstrak 

Perbedaan status kelahiran anak masih menjadi isu hukum yang memengaruhi pemenuhan hak-hak anak dalam sistem hukum 

Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak anak yang lahir di dalam dan di luar perkawinan serta 

membandingkan pemenuhan hak antara anak sah dan anak luar kawin berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan analisis kualitatif terhadap 

bahan hukum melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual 

approach). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang 

dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan teori perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem 

hukum Indonesia pada prinsipnya telah menjamin pemenuhan hak anak tanpa membedakan status kelahirannya, meliputi hak 

atas identitas, hubungan keperdataan, pengasuhan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan perlindungan dari diskriminasi. 

Perbedaan utama antara anak sah dan anak luar kawin terletak pada mekanisme pengakuan hubungan keperdataan dengan 

ayah biologis, khususnya setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Penelitian ini 

menegaskan bahwa perlindungan hak anak harus berorientasi pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan asas non-

diskriminasi. Oleh karena itu, harmonisasi pengaturan antara Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan 

Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan ketentuan administrasi kependudukan diperlukan untuk meningkatkan 

efektivitas perlindungan hukum terhadap seluruh anak. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan sosio-

legal atau penelitian hukum empiris untuk mengevaluasi implementasi perlindungan hak anak dalam praktik. 

Kata kunci: Anak Sah, Anak Luar Kawin, Perlindungan Anak, Perlindungan Hukum, Pemenuhan Hak Anak 

1. Pendahuluan 

Perlindungan hak anak merupakan salah satu indikator utama keberhasilan suatu negara hukum dalam menjamin 

penghormatan terhadap hak asasi manusia. Secara global, perkembangan instrumen hak asasi manusia 

menempatkan anak sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan tanpa diskriminasi, termasuk 

diskriminasi yang didasarkan pada status kelahirannya. Prinsip tersebut tercermin dalam Convention on the Rights 

of the Child (CRC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan 

kemudian diimplementasikan dalam berbagai regulasi nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Regulasi 

tersebut menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak atas identitas, pengasuhan, pendidikan, kesehatan, 

kesejahteraan, dan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi. Meskipun demikian, pemenuhan hak tersebut 

masih menghadapi berbagai tantangan ketika dikaitkan dengan status hukum anak yang lahir di luar perkawinan, 

sehingga menimbulkan persoalan mengenai kesetaraan perlindungan hukum dalam sistem hukum nasional 

(Soekorini, 2017; Setiyanto, 2024). 

Di Indonesia, persoalan mengenai anak yang lahir di luar perkawinan tidak hanya berkaitan dengan aspek moral 

dan sosial, tetapi juga menyangkut kepastian hukum atas hubungan keperdataan, pengakuan identitas, tanggung 

jawab orang tua, serta pemenuhan hak-hak anak. Perkawinan masih diposisikan sebagai institusi hukum yang 

melahirkan hubungan keperdataan antara orang tua dan anak, sehingga anak yang lahir di luar perkawinan pada 

praktiknya sering menghadapi hambatan dalam memperoleh pengakuan hukum secara penuh. Kondisi tersebut 

diperparah oleh stigma sosial yang berkembang di masyarakat sehingga anak kerap menjadi pihak yang menerima 

dampak dari keadaan yang sama sekali bukan menjadi kehendaknya. Padahal, anak sebagai subjek hukum tidak 

dapat dimintai pertanggungjawaban atas status kelahirannya dan tetap memiliki hak konstitusional untuk 

memperoleh perlindungan hukum secara setara (Makmun & Ralufi, 2021; Labibah et al., 2025; Arfan, 2024). 
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Perkembangan hukum nasional menunjukkan adanya perubahan paradigma melalui Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan pengakuan hubungan keperdataan antara anak yang lahir 

di luar perkawinan dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi atau alat bukti lain yang sah menurut hukum. Putusan tersebut menjadi tonggak penting dalam 

pembaruan hukum keluarga di Indonesia karena memperluas perlindungan hukum terhadap anak di luar 

perkawinan. Akan tetapi, implementasi putusan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain 

pembuktian hubungan biologis, pelaksanaan tanggung jawab ayah biologis, pencatatan administrasi 

kependudukan, serta belum harmonisnya pengaturan antara Undang-Undang Perkawinan, Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Akibatnya, perlindungan hukum yang dijamin secara 

normatif belum sepenuhnya terwujud dalam praktik (Makmun & Ralufi, 2021; Labibah et al., 2025; Setiyanto, 

2024). 

Permasalahan tersebut perlu dianalisis melalui perspektif teori perlindungan hukum. Fitzgerald, sebagaimana 

dijelaskan oleh Soekorini, menyatakan bahwa hukum berfungsi mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai 

kepentingan dalam masyarakat melalui pemberian perlindungan terhadap kepentingan hukum setiap individu. 

Perlindungan hukum bukan hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin penghormatan terhadap 

harkat dan martabat manusia sebagai pemegang hak. Sejalan dengan pandangan tersebut, Borman menegaskan 

bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana 

perlindungan terhadap kelompok rentan yang membutuhkan keberpihakan negara. Dalam konteks penelitian ini, 

anak merupakan kelompok rentan yang harus memperoleh perlindungan hukum secara optimal tanpa dipengaruhi 

oleh status kelahirannya, sehingga prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child) dan asas 

non-diskriminasi harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan maupun penegakan hukum (Soekorini, 

2017; Borman, 2017; Arliman S., 2017). 

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

VIII/2010 terhadap kedudukan anak luar kawin, hubungan keperdataan dengan ayah biologis, tanggung jawab 

ayah biologis, pembuktian hubungan biologis, maupun hak waris anak luar kawin. Penelitian yang dilakukan oleh 

Dyatmika (2017), Rempita (2021), Dini (2022), Adila (2024), dan Karlina (2021) menunjukkan bahwa Putusan 

Mahkamah Konstitusi memberikan perluasan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin, namun 

implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan dalam praktik. Meskipun demikian, penelitian-penelitian 

tersebut lebih banyak berfokus pada satu aspek tertentu, seperti hubungan keperdataan, kewarisan, atau perspektif 

hukum Islam, sehingga belum memberikan analisis komprehensif mengenai perbandingan pemenuhan hak anak 

sah dan anak luar kawin berdasarkan rezim Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai instrumen utama 

perlindungan hak anak. 

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, masih terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang 

memerlukan kajian lebih lanjut. Hingga saat ini belum banyak penelitian yang membandingkan secara sistematis 

pemenuhan hak anak sah dan anak luar kawin dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak sebagai perspektif utama analisis. Sebagian besar penelitian masih berorientasi pada 

akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, sedangkan aspek pemenuhan hak yang 

meliputi hak atas identitas, hubungan keperdataan, pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, 

kesejahteraan, dan perlindungan dari diskriminasi belum dianalisis secara terpadu. Oleh karena itu, penelitian ini 

menawarkan kebaruan berupa analisis komparatif terhadap pemenuhan hak anak berdasarkan prinsip non-

diskriminasi dengan mengintegrasikan pengaturan dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang 

Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

VIII/2010 sebagai satu kesatuan sistem hukum. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak anak yang dilahirkan di 

dalam maupun di luar perkawinan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia serta membandingkan 

pemenuhan hak anak sah dan anak luar kawin berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan hukum 

keluarga dan hukum perlindungan anak melalui penguatan konsep perlindungan hukum yang berorientasi pada 

kepentingan terbaik bagi anak dan asas non-diskriminasi. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan 

kontribusi praktis sebagai bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan, aparat penegak hukum, serta 

masyarakat dalam mewujudkan sistem perlindungan anak yang lebih adil, komprehensif, dan mampu menjamin 

pemenuhan hak setiap anak tanpa membedakan status kelahirannya. 

1.1. Kerangka Teoretis dan Penelitian Terdahulu 

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang menempatkan 

setiap anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan martabat yang harus dihormati tanpa diskriminasi. 

Dalam perspektif teori perlindungan hukum, Fitzgerald melalui teori Salmond sebagaimana dijelaskan oleh 
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Soekorini menyatakan bahwa hukum berfungsi mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan 

dalam masyarakat sehingga perlindungan terhadap suatu kepentingan dilakukan melalui pembatasan terhadap 

kepentingan lain secara proporsional. Perlindungan hukum tidak hanya dimaknai sebagai pemberian kepastian 

hukum, tetapi juga sebagai mekanisme negara untuk menjamin penghormatan terhadap hak-hak setiap individu. 

Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak tidak boleh dipengaruhi oleh status kelahirannya, melainkan harus 

didasarkan pada pengakuan terhadap hak-hak fundamental yang melekat sejak seorang anak dilahirkan. Dalam 

konteks hukum Indonesia, teori ini menjadi landasan penting dalam menilai apakah pengaturan mengenai anak 

sah dan anak luar kawin telah memberikan perlindungan hukum yang setara sebagaimana dijamin oleh konstitusi 

dan peraturan perundang-undangan (Soekorini, 2017). 

Konsep perlindungan hukum tersebut sejalan dengan pandangan Borman yang menempatkan hukum sebagai 

instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif melalui perlindungan terhadap kelompok rentan. Fungsi hukum 

tidak hanya menciptakan ketertiban sosial, tetapi juga memastikan bahwa setiap individu memperoleh hak yang 

sama di hadapan hukum. Anak merupakan kelompok yang secara yuridis memerlukan perlindungan khusus karena 

belum memiliki kemampuan untuk mempertahankan haknya secara mandiri. Oleh sebab itu, negara memiliki 

kewajiban konstitusional untuk menjamin pemenuhan hak anak melalui pembentukan regulasi, penegakan hukum, 

serta penyediaan mekanisme perlindungan yang efektif. Pendekatan tersebut selaras dengan prinsip the best 

interests of the child dan asas non-diskriminasi yang menjadi dasar penyelenggaraan perlindungan anak dalam 

sistem hukum nasional maupun internasional. 

Dalam sistem hukum Indonesia, konsep anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang 

menunjukkan adanya pluralisme pengaturan mengenai batas usia maupun kedudukan hukum anak. Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai setiap orang yang belum 

berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan, sedangkan Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata dan berbagai peraturan lain memberikan batasan yang berbeda sesuai dengan tujuan 

pengaturannya. Meskipun demikian, seluruh ketentuan tersebut pada dasarnya menempatkan anak sebagai subjek 

hukum yang memerlukan perlindungan khusus. Dalam penelitian ini, konsep anak menggunakan pengertian 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak karena undang-undang tersebut secara khusus 

mengatur pemenuhan hak anak tanpa membedakan status kelahirannya. Dengan demikian, indikator pemenuhan 

hak yang digunakan dalam penelitian meliputi hak atas identitas, hubungan keperdataan, pengasuhan, 

pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, serta perlindungan dari diskriminasi. 

Konsep anak sah dan anak luar kawin menjadi variabel utama dalam penelitian ini. Anak sah merupakan anak 

yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019. Sebaliknya, anak luar kawin adalah anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah sehingga pada 

awalnya hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Perkembangan hukum melalui 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 kemudian memperluas hubungan keperdataan tersebut 

dengan memberikan pengakuan terhadap hubungan hukum antara anak dan ayah biologis sepanjang dapat 

dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah menurut hukum. Perubahan 

tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan formal berdasarkan status perkawinan 

menuju pendekatan yang lebih menekankan perlindungan terhadap hak anak. 

Penelitian ini juga menggunakan konsep kedudukan hukum anak sebagai dasar untuk menilai pemenuhan hak 

antara anak sah dan anak luar kawin. Kedudukan hukum dipahami sebagai posisi seseorang sebagai subjek hukum 

yang memiliki hak, kewajiban, dan perlindungan hukum yang dijamin oleh negara. Menurut Subekti, setiap 

manusia sejak dilahirkan telah menjadi subjek hukum yang mampu menyandang hak dan kewajiban, bahkan dalam 

keadaan tertentu perlindungan hukum telah diberikan sejak anak masih berada dalam kandungan sepanjang 

kepentingannya menghendaki. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak tidak 

boleh dibatasi oleh status kelahirannya. Oleh karena itu, pengakuan terhadap hubungan hukum antara anak dan 

orang tua menjadi instrumen penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi 

manusia. 

Dari sisi empiris, sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai implikasi hukum Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dyatmika menitikberatkan analisis pada akibat hukum putusan terhadap 

kedudukan dan hak anak luar kawin, sedangkan Rempita mengkaji implikasi putusan terhadap tanggung jawab 

ayah biologis. Penelitian Dini lebih berfokus pada hak waris anak luar kawin berdasarkan Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, sementara Adila menelaah pembuktian hubungan biologis antara ayah dan anak, serta Karlina 

mengkajinya dari perspektif maqāṣid al-syarī‘ah. Hasil-hasil penelitian tersebut memberikan kontribusi penting 

terhadap perkembangan hukum keluarga di Indonesia, namun masing-masing masih berorientasi pada satu aspek 

tertentu sehingga belum memberikan analisis yang komprehensif mengenai pemenuhan seluruh hak anak 

berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. 
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Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum 

sebagai kerangka konseptual utama untuk menganalisis perbandingan pemenuhan hak antara anak sah dan anak 

luar kawin. Kerangka analisis dibangun atas asumsi bahwa perlindungan hukum harus diwujudkan melalui 

pemenuhan hak anak secara setara tanpa diskriminasi, terlepas dari status kelahirannya. Analisis dilakukan dengan 

mengintegrasikan teori perlindungan hukum, konsep kedudukan hukum anak, prinsip kepentingan terbaik bagi 

anak, serta pengaturan dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dengan kerangka 

tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan kesenjangan normatif yang masih terjadi sekaligus 

memberikan argumentasi hukum mengenai pentingnya harmonisasi pengaturan demi menjamin pemenuhan hak 

setiap anak secara adil dan berkeadilan. 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan 

kualitatif terhadap bahan hukum. Penelitian hukum normatif dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk mengkaji 

perilaku masyarakat atau memperoleh data empiris melalui responden, melainkan untuk menganalisis norma 

hukum yang mengatur pemenuhan hak anak sah dan anak luar kawin dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan 

ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi, menginterpretasikan, serta mengevaluasi konsistensi berbagai 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hak anak. Analisis dilakukan terhadap norma 

hukum yang mengatur hubungan keperdataan, kedudukan hukum anak, serta perlindungan hak anak sebagai 

bagian dari sistem hukum nasional. Pendekatan tersebut dipandang sesuai dengan tujuan penelitian yang 

berorientasi pada pengkajian norma hukum dan harmonisasi pengaturan perundang-undangan. 

Penelitian ini menerapkan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (statute 

approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan 

digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan status dan pemenuhan hak anak, 

antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child). 

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori perlindungan hukum, konsep kedudukan 

hukum anak, hubungan keperdataan, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar analisis terhadap 

isu hukum yang diteliti. 

Sumber data dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan 

mengikat, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel ilmiah, jurnal, hasil penelitian, dan doktrin 

para ahli yang relevan dengan perlindungan hak anak dan hukum keluarga. Bahan hukum tersier berupa kamus 

hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya yang digunakan untuk memperjelas konsep-konsep hukum. 

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri berbagai sumber 

hukum yang relevan, kemudian dilakukan proses inventarisasi, klasifikasi, dan seleksi terhadap bahan hukum 

sesuai dengan fokus penelitian. Teknik ini dipilih karena mampu memberikan dasar argumentasi yang 

komprehensif dalam menjelaskan perkembangan norma hukum mengenai pemenuhan hak anak sah dan anak luar 

kawin. 

Seluruh bahan hukum yang telah terkumpul selanjutnya diolah melalui beberapa tahapan, yaitu pemeriksaan 

kelengkapan data, sistematisasi bahan hukum berdasarkan hierarki dan substansi pengaturannya, serta analisis 

terhadap hubungan antarnorma hukum. Tahapan tersebut bertujuan untuk memperoleh keterkaitan antara berbagai 

regulasi yang mengatur kedudukan hukum anak dan pemenuhan haknya. Analisis dilakukan secara deskriptif 

kualitatif, yaitu dengan menginterpretasikan norma hukum, membandingkan pengaturan yang berlaku, serta 

mengidentifikasi sinkronisasi maupun potensi konflik norma. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh 

pemahaman yang utuh mengenai kesesuaian antara norma hukum positif dengan prinsip perlindungan hak anak 

dalam sistem hukum Indonesia. 

Keabsahan analisis dalam penelitian ini dibangun melalui penggunaan sumber hukum yang otoritatif dan relevan 

serta penerapan penalaran hukum yang sistematis berdasarkan asas, teori, dan doktrin hukum. Hasil analisis 

kemudian dihubungkan dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan Soekorini serta konsep perlindungan 

terhadap kelompok rentan yang dikemukakan Borman untuk menilai sejauh mana pengaturan hukum nasional 

telah menjamin pemenuhan hak anak tanpa diskriminasi berdasarkan status kelahirannya. Dengan metodologi 

tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan argumentasi hukum yang konsisten, dapat 
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dipertanggungjawabkan secara akademik, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga 

dan hukum perlindungan anak di Indonesia. 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah memberikan jaminan 

perlindungan hukum terhadap seluruh anak tanpa membedakan status kelahirannya. Jaminan tersebut tercermin 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. 

Dari hasil analisis terhadap berbagai peraturan tersebut ditemukan bahwa perlindungan hukum tidak lagi hanya 

berorientasi pada status hukum perkawinan orang tua, tetapi semakin menempatkan kepentingan terbaik bagi anak 

sebagai prinsip utama dalam pemenuhan hak-haknya. Meskipun demikian, masih terdapat perbedaan mekanisme 

pengakuan hubungan keperdataan antara anak sah dan anak luar kawin yang berimplikasi terhadap pelaksanaan 

hak-hak tertentu. 

Temuan pertama menunjukkan bahwa hak atas identitas merupakan hak dasar yang dijamin bagi setiap anak sejak 

kelahirannya. Hak tersebut meliputi pengakuan sebagai subjek hukum, pencatatan kelahiran, nama, 

kewarganegaraan, serta identitas orang tua. Analisis terhadap ketentuan konstitusi dan Undang-Undang 

Perlindungan Anak menunjukkan bahwa negara telah memberikan jaminan normatif agar setiap anak memperoleh 

identitas tanpa membedakan status kelahirannya. Namun demikian, bagi anak yang lahir di luar perkawinan, 

pencantuman identitas ayah biologis masih bergantung pada adanya hubungan keperdataan yang dapat dibuktikan 

sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara normatif hak atas identitas 

telah dijamin, tetapi implementasinya masih dipengaruhi oleh proses pembuktian hubungan hukum dengan ayah 

biologis. 

Temuan berikutnya berkaitan dengan hubungan keperdataan antara anak dan orang tua. Penelitian menemukan 

bahwa anak yang lahir dalam perkawinan memperoleh hubungan keperdataan dengan ayah dan ibu secara otomatis 

sejak kelahirannya. Sebaliknya, anak yang lahir di luar perkawinan pada awalnya hanya memiliki hubungan 

keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Perubahan 

penting kemudian terjadi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memperluas 

hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologis sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah menurut hukum. Temuan ini menunjukkan adanya 

perkembangan hukum yang lebih berorientasi pada perlindungan hak anak dibandingkan semata-mata pada status 

perkawinan orang tua. 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak dalam aspek pengasuhan, pemeliharaan, 

pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan pada prinsipnya tidak dibedakan berdasarkan status kelahiran. Undang-

Undang Perlindungan Anak menempatkan orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara sebagai pihak 

yang bertanggung jawab menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut. Dengan demikian, baik anak sah maupun anak 

luar kawin memiliki hak yang sama untuk memperoleh pengasuhan yang layak, pendidikan yang memadai, 

pelayanan kesehatan, serta perlindungan sosial sebagai bagian dari pemenuhan hak anak. Temuan ini 

memperlihatkan bahwa perlindungan hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengadopsi prinsip 

non-diskriminasi secara normatif. 

Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa implementasi pemenuhan hak anak luar kawin masih 

menghadapi berbagai hambatan. Hambatan utama berasal dari belum optimalnya pengakuan hubungan 

keperdataan dengan ayah biologis sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan tanggung jawab ayah dalam 

memberikan nafkah, pengasuhan, maupun perlindungan hukum. Selain itu, proses pembuktian hubungan biologis 

melalui mekanisme hukum sering kali memerlukan biaya, waktu, dan prosedur yang tidak sederhana. Hambatan 

administratif dalam pencatatan sipil serta stigma sosial terhadap anak yang lahir di luar perkawinan juga menjadi 

faktor yang dapat mengurangi efektivitas perlindungan hak anak meskipun secara normatif hak tersebut telah 

dijamin oleh peraturan perundang-undangan. 

Analisis terhadap keseluruhan pengaturan menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum keluarga di 

Indonesia. Jika sebelumnya perlindungan hukum lebih menitikberatkan pada legalitas perkawinan orang tua, 

perkembangan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memperlihatkan bahwa 

kepentingan terbaik bagi anak mulai ditempatkan sebagai pertimbangan utama. Pergeseran tersebut menunjukkan 

bahwa hukum nasional semakin mengarah pada perlindungan hak anak sebagai hak asasi manusia yang tidak boleh 

dikurangi karena keadaan kelahirannya. Dengan demikian, status kelahiran tidak lagi menjadi dasar untuk 
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membatasi pemenuhan hak-hak dasar anak, melainkan hanya memengaruhi mekanisme pembentukan hubungan 

keperdataan dengan ayah biologis. 

Temuan lain yang diperoleh adalah masih adanya kebutuhan harmonisasi antara berbagai peraturan yang mengatur 

status dan hak anak. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak telah memberikan perlindungan yang 

komprehensif, implementasinya masih memerlukan sinkronisasi dengan Undang-Undang Perkawinan, Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan administrasi kependudukan. Harmonisasi tersebut diperlukan 

agar tidak terjadi perbedaan penafsiran mengenai hubungan keperdataan, tanggung jawab orang tua, maupun 

mekanisme pemenuhan hak anak. Dengan adanya sinkronisasi regulasi, perlindungan hukum terhadap anak dapat 

diwujudkan secara lebih efektif dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak. 

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa perbedaan antara anak sah dan anak luar kawin dalam 

hukum Indonesia saat ini tidak lagi terletak pada keberadaan hak-hak dasar yang dimiliki, melainkan pada 

mekanisme pengakuan hubungan keperdataan dengan ayah biologis. Seluruh hak dasar anak, meliputi hak atas 

identitas, pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan perlindungan dari diskriminasi, 

telah dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, efektivitas pemenuhannya masih dipengaruhi 

oleh pembuktian hubungan hukum, pelaksanaan tanggung jawab orang tua, serta hambatan administratif dan 

sosial. Oleh karena itu, penguatan implementasi hukum dan harmonisasi regulasi menjadi langkah penting untuk 

mewujudkan perlindungan hak anak yang berkeadilan sesuai prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan asas non-

diskriminasi. 

3.2. Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan hukum di Indonesia telah mengarah pada penguatan 

perlindungan hak anak tanpa membedakan status kelahirannya. Temuan ini memperkuat teori perlindungan hukum 

yang dikemukakan Fitzgerald melalui Salmond sebagaimana dijelaskan oleh Soekorini, yang menyatakan bahwa 

hukum harus mampu memberikan perlindungan terhadap setiap kepentingan hukum secara proporsional melalui 

pengaturan yang menjamin kepastian dan keadilan. Dalam konteks penelitian ini, perlindungan hukum diwujudkan 

melalui pengakuan hak-hak dasar setiap anak, baik yang lahir di dalam maupun di luar perkawinan. Dengan 

demikian, status kelahiran tidak lagi menjadi dasar pembatasan hak anak, melainkan hanya memengaruhi 

mekanisme pembentukan hubungan keperdataan dengan ayah biologis. Temuan tersebut menunjukkan bahwa 

fungsi hukum telah bergeser dari pendekatan formalistik menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada 

perlindungan hak asasi manusia dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

VIII/2010 (Soekorini, 2017). 

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Dyatmika, Rempita, Dini, Adila, dan Karlina yang menyatakan 

bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memperluas perlindungan hukum bagi 

anak yang lahir di luar perkawinan melalui pengakuan hubungan keperdataan dengan ayah biologis. Namun 

demikian, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih komprehensif karena tidak hanya membahas akibat 

hukum putusan tersebut, tetapi juga membandingkan pemenuhan hak anak sah dan anak luar kawin berdasarkan 

keseluruhan rezim Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini menunjukkan 

bahwa perbedaan utama bukan lagi terletak pada keberadaan hak-hak dasar anak, melainkan pada mekanisme 

hukum untuk memperoleh pengakuan hubungan keperdataan. Perspektif ini memperluas kajian terdahulu yang 

umumnya berfokus pada aspek kewarisan, pembuktian biologis, atau hubungan keperdataan secara parsial, 

sehingga memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai perlindungan hak anak dalam sistem hukum Indonesia. 

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa pengakuan normatif terhadap hak anak belum 

sepenuhnya diikuti oleh efektivitas implementasi. Hambatan pembuktian hubungan biologis, prosedur 

administrasi kependudukan, serta belum sinkronnya pengaturan antara Undang-Undang Perkawinan, Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Perlindungan Anak masih berpotensi menimbulkan 

ketidakpastian hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak cukup diwujudkan 

melalui pembentukan norma, tetapi juga memerlukan harmonisasi regulasi dan mekanisme pelaksanaan yang 

mampu menjamin akses yang setara terhadap hak-hak anak. Dengan demikian, teori perlindungan hukum tidak 

hanya relevan sebagai dasar konseptual, tetapi juga menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi efektivitas sistem 

hukum nasional dalam memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya anak yang lahir di luar 

perkawinan. 

Implikasi teoretis dari penelitian ini adalah penguatan pandangan bahwa perlindungan hak anak harus ditempatkan 

sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang bersifat universal dan tidak bergantung pada status 

hukum orang tuanya. Dari sisi praktis, hasil penelitian memberikan dasar bagi pembentuk kebijakan untuk 

melakukan harmonisasi pengaturan mengenai hubungan keperdataan anak, administrasi kependudukan, serta 

tanggung jawab orang tua agar selaras dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan asas non-diskriminasi. 
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Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum dalam menafsirkan peraturan 

perundang-undangan secara lebih progresif sehingga perlindungan hak anak tidak berhenti pada tataran normatif, 

tetapi juga tercermin dalam praktik penegakan hukum dan pelayanan publik. 

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada analisis 

terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan, sehingga belum mengkaji implementasi 

perlindungan hak anak secara empiris di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan 

menggunakan pendekatan sosio-legal atau penelitian hukum empiris dengan melibatkan aparat pencatatan sipil, 

lembaga perlindungan anak, praktisi hukum, maupun keluarga yang mengalami persoalan pengakuan hubungan 

keperdataan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai 

kesenjangan antara norma hukum dan praktik, sekaligus menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif 

dalam mewujudkan perlindungan hak anak yang efektif dan berkeadilan. 

4. Kesimpulan 

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam 

memberikan perlindungan terhadap hak anak tanpa membedakan status kelahirannya. Melalui pengaturan dalam 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, negara pada dasarnya telah menjamin pemenuhan hak-hak dasar 

anak, meliputi hak atas identitas, hubungan keperdataan, pengasuhan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan 

perlindungan dari diskriminasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan antara anak sah dan anak luar 

kawin saat ini tidak lagi terletak pada keberadaan hak-hak yang dimiliki, melainkan pada mekanisme hukum untuk 

memperoleh pengakuan hubungan keperdataan dengan ayah biologis. Dengan demikian, perlindungan hukum 

terhadap anak telah bergeser dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada legalitas perkawinan menuju 

pendekatan yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child) dan asas non-

diskriminasi sebagai prinsip utama dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis 

dengan memperkuat penerapan teori perlindungan hukum dalam analisis pemenuhan hak anak berdasarkan prinsip 

persamaan di hadapan hukum, sekaligus memberikan kontribusi praktis sebagai dasar bagi pembentuk kebijakan 

dan aparat penegak hukum untuk memperkuat harmonisasi pengaturan mengenai hubungan keperdataan anak, 

administrasi kependudukan, dan tanggung jawab orang tua. Harmonisasi tersebut diperlukan agar jaminan 

normatif yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan dapat diwujudkan secara efektif dalam praktik. 

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan sosio-legal atau penelitian hukum empiris untuk 

mengkaji implementasi perlindungan hak anak luar kawin dalam praktik peradilan, administrasi kependudukan, 

maupun pelayanan publik, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kesenjangan 

antara norma hukum dan pelaksanaannya serta mendukung penyusunan kebijakan yang lebih responsif terhadap 

perlindungan hak anak. 
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